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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik Resale Price Maintenance 

(RPM) dilakukan oleh distributor melalui penetapan harga jual secara 

patokan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh 

pedagang yang menerima pasokan dari distributor tersebut. Jika 

kedapatan melanggar akan dapat teguran dan sanksi pemberhentian 

pasokan. Selain menentukan harga, distributor juga melakukan 

pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap pedagang yang 

melanggar. Penetapan harga tersebut menyebabkan harga jual antar 

pedagang menjadi relatif seragam dan membatasi kebebasan pedagang 

dalam menentukan harga jual  secara mandiri. Praktik ini berlangsung 

tanpa dasar penetapan harga dari pemerintah dan lebih bersifat 

kebijakan distribusi, sehingga mengarah pada pengendalian harga oleh 

pelaku usaha.  

5.1.2 Analisis dari perspektif tas'ir, praktik Resale Price Maintenance (RPM 

komoditas pangan di Pasar Raya Kota Padang tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai bentuk Tas’ir yang sah menurut Islam, karena 

penetapan harga dilakukan oleh distributor bukan otoritas berwenang 

(ulil amri). Meskipun dinas perdagangan menetapkan harga eceran 

tertinggi (HET), harga sebenarnya ditentukan distributor, sehingga 

tidak memenuhi syarat Tas‘ir yang harus diimplementasikan 

pemerintah untuk kemaslahatan publik dan mencegah kezaliman. RPM 

juga melibatkan pembatasan ekonomi terhadap pedagang yang lemah 

tawar-menawar, berpotensi menciptakan ketidakadilan (adl). Meski 

bertujuan stabilisasi harga, manfaatnya parsial dan tidak 

mencerminkan keadilan syariah, sehingga praktik ini tidak selaras 

dengan konsep Tas‘ir yang sah dalam Islam. 



92 
 

 
 

5.2 Saran  

5.2.1 Temuan Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan bagi Dinas 

Perdagangan Kota Padang dalam memperkuat pengawasan penetapan 

harga di tingkat distribusi, dan memastikan mekanisme pasar berjalan 

dengan adil tanpa merugikan pedagang dan konsumen, tidak hanya 

terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) tetapi juga praktik yang 

membatasi kebebasan pedagang dan menciptakan keseragaman harga 

tidak wajar, serta mengambil peran aktif dalam mengendalikan harga 

jika ditemukan pengawasan dan sanksi oleh distributor agar 

kewenangan tidak beralih ke pelaku usaha, dengan penataan ulang 

hubungan distributor dan pedagang untuk menjaga stabilitas harga 

tanpa ketimpangan posisi tawar atau pembatasan kebebasan usaha, 

sementara distributor perlu meninjau ulang praktik penetapan harga 

yang mengikat dan disertai sanksi agar tidak melampaui batas 

kewajaran, menekankan transparansi dan proporsionalitas, serta 

menghindari mekanisme paksaan yang merugikan pedagang. 

5.2.2 Penelitian ini dapat digunakan untuk pengendalian harga komoditas 

pangan sebagaimana yang telah dianalisis dapat dikembalikan pada 

konsep prinsip Tas‘ir yang sah, yaitu dengan intervensi oleh otoritas 

berwenang untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Penetapan harga 

oleh pelaku usaha harus dibatasi agar tidak mengambil alih peran 

pemerintah sebagai ulil amri dalam kondisi pasar yang tidak adil. 

Pemerintah daerah perlu memperjelas batas antara fungsi pengawasan 

harga dan praktik pengendalian oleh pelaku usaha. Selain itu, 

pengaturan harga harus berlandaskan prinsip keadilan (‘adl) dan 

keseimbangan muamalah, sehingga tidak menimbulkan pembatasan 

sepihak terhadap pedagang maupun konsumen dan tetap mengarah 

pada kemaslahatan yang menyeluruh sesuai dengan Tas’ir.
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